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KEMENDAG. Juru Ukur, Takar dan Timbang.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESI

Menimbang

Mengingat

NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG

JURU UKUR, TAKAR DAN TIMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

—

bahwa untuk memastikan keabsahan alat ukur, takar
dan timbang serta perlengkapannya, dan kebenaran hasil
pengukuran, penakaran dan penimbangan dalam
transaksi perdagangan, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Juru Ukur, Takar, dan Timbang;

bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun
2019 tentang Juru Ukur, Takar, dan Timbang dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat
sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Juru Ukur,

Takar dan Timbang;

Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera
Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
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Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  56/M-
DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 26/M-
DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
674);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang  Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
811);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018
Tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Tanda Tera (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1190);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG JURU
UKUR, TAKAR, DAN TIMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML
adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta
atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan di
bidang Metrologi Legal.

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya
pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak
langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
Pengelola Pasar adalah orang perorangan atau badan
usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum yang melaksanakan dan diberikan
tanggung jawab pengelolaan Pasar.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan wusaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, dinas daerah, dan lembaga
teknis daerah yang memiliki keterlibatan dalam
penyelenggaran pengukuran, penakaran, dan
penimbangan.

Fasilitas Ukur, Takar, atau Timbang Ulang adalah alat
ukur, alat takar, atau alat timbang yang telah memenuhi

persyaratan untuk kegiatan ukur, takar, atau timbang
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ulang.

Kepala Daerah adalah Gubernur DKI Jakarta atau
Bupati/Wali Kota.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian
Perdagangan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi
urusan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta atau

Kabupaten /Kota.

Pasal 2

Kegiatan  pengamatan dan  pemeriksaan  UTTP

dilaksanakan terhadap penggunaan UTTP dalam

transaksi perdagangan.

Kegiatan pengamatan dan pemeriksan UTTP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

memberikan kepastian dan jaminan penggunaan UTTP.

Kegiatan pengamatan dan = pemeriksaan UTTP

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan

oleh UML.

Dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan

pemeriksaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

UML dapat bekerjasama dengan:

a. Pengelola Pasar;

b. Pelaku Usaha yang dalam menyelenggarakan
kegiatan usahanya menggunakan UTTP sebagai
penentu  ukuran, takaran, dan timbangan;
dan/atau

c. Instansi Pemerintah yang menggunakan dan/atau
memanfaatkan UTTP dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan

pemeriksaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



